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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 P U T U S A N

Nomor 221/Pdt.G/2023/PA.Tgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TENGGARONG

Memeriksa dan mengadili perkara  perdata Agama pada tingkat pertama

dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT,  NIK  64020756039xxxxx, umur  26 Tahun,  lahir  di  Sebulu,  16

Maret  1996,  beragama  Islam,  pendidikan  SLTP,  pekerjaan

Asisten  Rumah  Tangga,  beralamat  di,  Kabupaten  Kutai

Kartanegara, sebagai Penggugat;

M E L A W A N

TERGUGAT,  umur  28  tahun,  lahir  di  Kutai,  07  November  1994, beragama

Islam,  pendidikan  SLTP,  alamat  semula  di  Kabupaten  Kutai

Kartanegara,  namun  sekarang  berada  di  lapas  Tenggarong,

Kelurahan  Loa  Ipuh,  Kecamatan  Tenggarong,  Kab.Kutai

Kertanegara, sebagai Tergugat;  

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Februari 2023

yang terdaftar  di  Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong pada hari  itu

juga dengan register  perkara nomor 221/Pdt.G/2023/PA.Tgr,  mengemukakan

hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa  pada tanggal 16 Mei 2014, Penggugat dan Tergugat telah

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Kabupaten  Kutai  Kartanegara,
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sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/x/xxxx,

tertanggal 16 Mei 2014;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di

rumah orang tua Tergugat selama 8 tahun dan sudah di karuniai  2 anak

yang bernama;

o Anak I Penggugat dan Tergugat usia 8 tahun;

o Anak II Penggugat dan Tergugat usia 2 tahun;

3. Bahwa sejak Juli 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

mulai tidak harmonis disebabkan karena:

o Bahwa sering terjadi  perselisihan dan pertengkaran disebabkan

Tergugat sering mengkonsumsi narkoba. hal itu Penggugat ketahui dari

pengakuan Tergugat sendiri;

o Bahwa bulan April 2022 Tergugat ditangkap oleh pihak kepolisian

karena kasus narkoba dan di tahan dilapas Tenggarong dengan 5 tahun

kurungan penjara. dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat tidak

bersama lagi;

4. Bahwa  oleh  karena  anak  hasil  perkawinan  Penggugat  dan  Tergugat

tersebut  di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon

ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak

hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

5. Bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  di  atas,  telah  cukup  alasan  bagi

Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat

mohon  kepada  Bapak Ketua Pengadilan Agama Tenggarong kiranya

berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Majelis Hakim untuk  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya  berbunyi  sebagai

berikut kut:

PRIMAIR:
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1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat () terhadap Penggugat ();

3. Menetapkan Penggugat  sebagai  pemegang hak asuh atas anak-anak

yang bernama;

3.1. Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 03 September 2014;
3.2. Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 19 Mei 2020;

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi

kedua Anak tersebut;

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai pertauran yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. 

Bahwa pada hari-hari  sidang yang telah ditetapkan,  Penggugat  datang

menghadap  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat  tidak  pernah  datang

menghadap  dan tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap sebagai

wakil  atau  kuasanya  yang  sah,  meskipun  menurut  relaas  panggilan  nomor

221/Pdt.G/2023/PA.Tgr,  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu

halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; 

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup

untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang

isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir

di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat

didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan

alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  dari  Kantor  Urusan

Agama Kecamatan Nomor xxx/xx/x/xxxx, tertanggal 16 Mei 2014, bukti
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surat  tersebut  telah  diberi  meterai  cukup,  telah  dicap  pos  dan  telah

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis

diberi tanda P1;

2. Fotokopi  Akta  Kelahiran  atas  nama  Anak  I

Penggugat dan Tergugat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6402-LT-17072017-xxxxx tanggal

04 Juli 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap

pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh

Ketua Majelis diberi tanda P2;

3. Fotokopi  Akta  Kelahiran  atas  nama  Anak  II

Penggugat dan Tergugat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6402-LT-03112020-xxxxxx tanggal

03 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,

lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

4. Asli Salinan Putusan  Nomor  284/Pid.Sus/2022/PN

Trg tertanggal  30 Agustus 2022 yang  dikeluarkan  oleh  Pengadilan

Negeri Tenggarong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,

lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

B. Bukti Saksi.

Saksi  1,  ,  umur  50  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan

Wiraswasta,  bertempat  tinggal  di  jalan,  Kabupaten  Kutai  Kartanegara,  di

bawah  sumpah  memberikan  keterangan  yang  pada  pokoknya  sebagai

berikut :

- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat dan kenal dengan

Tergugat sebagai suami Penggugat; 

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  terakhir

membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat;
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putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa  selama  pernikahan  Penggugat  dan  Tergugat  telah

dikaruniai  2  (dua)  orang  anak  yang  bernama  Anak  I  Penggugat  dan

Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan

harmonis, namun sejak Juli 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

- Bahwa  setahu  saksi  penyebab perselisihan  dan  pertengkaran

antara  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  karena  Tergugat  sering

mengkonsumsi narkoba dan sejak April 2022 Tergugat di penjara karena

kasus narkoba dengan pidana 5 (lima) tahun kurungan;

- Bahwa  saksi  pernah  melihat  langsung  perselisihan  antara

Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa  sejak  April  2022  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah

pisah rumah;

- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan bertanggung

jawab;

- Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat selama ini

dibawah pengasuhan Penggugat dan dalam keadaan sehat dan terawat

dengan baik

- Bahwa  Penggugat  selama  ini  tidak  pernah  melakukan

pelanggaran syariat Islam, norma, dan tidak pernah melakukan tindakan

criminal;

- Bahwa sampai saat ini Penggugat masih memeluk agama Islam

dan menjalankan syariat Islam sesuai dengan ketentuan;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat

dan Tergugat namun tidak berhasil;

- Bahwa  saksi  sudah  tidak  mampu  merukunkan  Penggugat  dan

Tergugat;

Saksi  2,  ,  umur  53  tahun,  agama Islam, pendidikan SLTP,  pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan, Kabupaten Kutai Kartanegara, di
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bawah  sumpah  memberikan  keterangan  yang  pada  pokoknya  sebagai

berikut:

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat dan kenal dengan

Tergugat sebagai suami Penggugat; 

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  terakhir

membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa  selama  pernikahan  Penggugat  dan  Tergugat  telah

dikaruniai  2  (dua)  orang  anak  yang  bernama  Anak  I  Penggugat  dan

Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan

harmonis, namun sejak Juli 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

- Bahwa  setahu  saksi  penyebab perselisihan  dan  pertengkaran

antara  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  karena  Tergugat  sering

mengkonsumsi narkoba dan sejak April 2022 Tergugat di penjara karena

kasus narkoba dengan pidana 5 (lima) tahun kurungan;

- Bahwa  saksi  pernah  melihat  langsung  perselisihan  antara

Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa  sejak  April  2022  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah

pisah rumah;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat

dan Tergugat namun tidak berhasil;

- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan bertanggung

jawab;

- Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat selama ini

dibawah pengasuhan Penggugat dan dalam keadaan sehat dan terawat

dengan baik

- Bahwa  Penggugat  selama  ini  tidak  pernah  melakukan

pelanggaran syariat Islam, norma, dan tidak pernah melakukan tindakan

criminal;
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- Bahwa sampai saat ini Penggugat masih memeluk agama Islam

dan menjalankan syariat Islam sesuai dengan ketentuan;

- Bahwa  saksi  sudah  tidak  mampu  merukunkan  Penggugat  dan

Tergugat;

Bahwa  atas  keterangan  para  saksi  tersebut,  Penggugat  menyatakan

menerima dan membenarkan,  sedangkan  Tergugat  tidak  dapat  didengarkan

tanggapannya;

Bahwa  selanjutnya  Penggugat  menyatakan  tidak  akan  mengajukan

apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu

yang  tercantum dalam berita  acara  persidangan perkara  ini  sebagai  bagian

yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa selama persidangan hanya Penggugat  yang selalu

hadir,  sedangkan  Tergugat  tidak  pernah  hadir,  maka  upaya  mediasi

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008

yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di

persidangan  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  dan  tidak

ternyata  tidak  hadirnya  tersebut  disebabkan oleh  suatu  halangan yang  sah,

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa

hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan

gugatan  Penggugat  mempunyai  alasan  serta  tidak  bertentangan  dengan

hukum,  maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  149  Ayat  (1)  R.Bg.,  gugatan

Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai

adalah karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba dan sejak April  2022
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Tergugat  di  penjara  karena  kasus  narkoba  dengan  pidana  5  (lima)  tahun

kurungan;

Menimbang,  bahwa  atas  gugatan  Penggugat  tersebut  Tergugat  tidak

memberikan  jawaban  karena  tidak  pernah  hadir  di  persidangan,  dapat

ditafsirkan Tergugat mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil

gugatan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap

diwajibkan  untuk  membuktikan  alasan-alasan  perceraiannya  dengan

mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  telah  mengajukan  bukti  P1  berupa

fotokopi  Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat  yang berwenang

sebagai  akta  autentik,  bermeterai  cukup,  telah  dicap  pos  (nazegelen)  dan

sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil,

isi  bukti  tersebut  menerangkan  bahwa  Penggugat  telah  menikah  dengan

Tergugat  pada  tanggal  16  Mei  2014  relevan  dengan  dalil  yang  hendak

dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P1 sebagai akta autentik mempunyai

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P3 berupa fotokopi Kutipan

Akta  Kelahiran  atas  nama  Anak  I  Penggugat  dan  Tergugat dan  Anak  II

Penggugat  dan  Tergugat  yang  dikeluarkan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, yang dikeluarkan oleh Pejabat

yang berwenang sebagai akta autentik, telah bermaterai cukup (dinazegelen)

sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun

1985, tentang Bea Meterai dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut

mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti

anak-  anak  yang  bernama   Anak  I  Penggugat  dan  Tergugat dan  Anak  II

Penggugat  dan  Tergugat  adalah  benar  anak-anak  dari  pasangan  suami/istri

Muhamad Abdulah bin Muhamad Mahrus Efendi dan Veronika Verdiana binti

Sopiansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 berupa Petikan Putusan Nomor

284/Pid.Sus/2022/PN Trg tertanggal  30 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh

Pengadilan  Negeri  Tenggarong,  maka  berdasarkan  bukti  P4  tersebut  harus
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dinyatakan terbukti  bahwa Tergugat  dijatuhi  pidana  penjara  selama 5  (lima)

tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

saksi  I dan  saksi  II,  keduanya  telah  memberikan  keterangan  yang  pada

pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak April

2022 karena Tergugat dihukum penjara selama 5 (lima) tahun kurungan karena

kasus narkoba;

Menimbang,  bahwa  kedua  saksi  tersebut  adalah  orang  dewasa  yang

memberikan keterangan secara  terpisah di  bawah sumpah di  muka sidang,

keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak

ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, sebagaimana Pasal

172 ayat (1) R.Bg, maka sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, para saksi tersebut

secara formil dapat didengar keterangannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan

keterangan  para  saksi,  Majelis  Hakim  telah  menemukan  fakta-fakta  hukum

yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  adalah  suami  istri  sah  menikah

pada tanggal 16 Meiu 2014;

2. Bahwa  selama  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  telah  dikaruniai  2

(dua) orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak

II Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa  semula  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  rukun  dan

harmonis  namun sejak  Juli  tahun 2017 antara  Penggugat  dan Tergugat

telah  mulai  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  terus  menerus  yang

disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba;

4. Bahwa Tergugat telah dijatuhi pidana penjara selama  5 (lima) tahun;

5. Bahwa sejak April  2022 antara Penggugat  dan Tergugat  telah pisah

rumah karena Tergugat dihukum penjara 5 (lima) tahun kurungan;

Pertimbangan Petitum Perceraian
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Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan  Yurisprudensi  MARI  Nomor  379

K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum sebagai

berikut: “Suami istri  yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan

untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti

retak dan pecah.” Dengan demikian maka dalil  Penggugat yang menyatakan

bahwa  rumah  tangganya  bersama  Tergugat  telah  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran  yang  terus  menerus,  dan  sudah  pisah  tempat  tinggal  sampai

sekarang adalah tanda bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

tidak  mungkin  lagi  untuk  mewujudkan  tujuan  perkawinan  sebagaimana

disebutkan di atas;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas,  Majelis

Hakim  berpendapat  bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  terjadi

keretakan  ikatan  batin  sebagai  suami  istri,  antara  Penggugat  dan  Tergugat

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juli tahun 2017 dan tidak ada

harapan  untuk  kembali  rukun  karena  keduanya  sudah  tidak  saling

mempedulikan  bahkan  Penggugat  telah  berketetapan  hati  untuk  bercerai

dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti  itu sudah tidak dapat

diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga

yang bahagia dan kekal,  sesuai  maksud Pasal  1  Undang-Undang Nomor  1

Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  dan  terwujudnya  keluarga  yang  sakinah,

mawaddah  dan  rahmah,  sesuai  maksud  Pasal  3  Kompilasi  Hukum  Islam,

bahkan  dalam rumah tangga  seperti  itu,  suami  dan  istri  sudah  tidak  dapat

menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah

rumah tangga diadakan;

 Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk

memberikan  kemaslahatan  bagi  suami  maupun  istri,  tetapi  dengan  melihat

kondisi  rumah tangga Penggugat  dengan Tergugat  sebagaimana tersebut  di

atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja

tidak  lagi  mendatangkan  kemaslahatan,  tapi  justru  hanya  akan  memberikan

penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian

dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;
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Menimbang,  bahwa  terhadap  fakta  hukum  tersebut,  Majelis  Hakim

mempertimbangkan  penerapan  hukumnya  (mengkonstitutir)  sesuai  alasan

gugatan Penggugat yaitu Pasal 19 huruf (c)  Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974

Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-

unsurnya yaitu :

1. “Antara Salah satu pihak Mendapat hukuman 5 tahun penjara atau

lebih  berat”:  fakta  hukum  pada  angka  4  tersebut  telah  menunjukkan

Bahwa Penggugat dijatuhi pidana penjara  5 (lima) tahun;

2. “Setelah perkawinan”: Unsur ini  secara nyata dan meyakinkan telah

terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 1 di mana hukuman pidana penjara

kepada Tergugat  pada tanggal  30  Agustus  2022,  sedangkan Penggugat

dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Mei 2014;

Menimbang,  bahwa Majelis  Hakim perlu  mengemukakan pendapat  ahli

hukum  Islam  yang  diambil  sebagai  pendapat  Majelis  Hakim  yang  terdapat

dalam Kitab:

1. Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh, juz 7, halaman 527, karangan Wahbah al-

Zuhailly, yang berbunyi :

التفقريق للشقاق اوللضررمنعا للنزع حتى ل تصبح للحيا

اة للزوجية جحيما وبل ء ولقوله عليه الصلاة والسلام ل

اضرر ولاضرار
Artinya : “Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang

terus  menerus  ataupun  disebabkan  kemadharatan  untuk

mencegah pertikaian agar  jangan sampai  kehidupan suami-istri

menjadi  neraka  dan  bencana,  hal  ini  berdasarkan  sabda

Rasulullah  saw.:  Tidak  ada  kemadharatan  dan  tidak  boleh

melakukan kemadharatan;

2. Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaaq, juz I, halaman 83 :

وقد اختار الاسلام نظاام الطلق حين تضطرب الحيااة
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الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ول صلح وحيث تصبح

الربطة الزوج صوراة من غير روح لان الاستمرار معناه

اان يحكم على احد الزوجين باااسجن المؤبد وهذا تا باه

 العدالة
Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah

dianggap  goncang serta  dianggap sudah tidak  bermanfaat  lagi

nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa

ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum

salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini

adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas  maka  alasan-alasan  perceraian  dalam  perkara  ini  dianggap  telah

memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (c) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf (c) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-

tidaknya  gugatan Penggugat  untuk  bercerai  dengan Tergugat  telah  memiliki

cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan

talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

Tenggarong adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal

119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam

masa  iddah  tidak  boleh  rujuk  dengan  bekas  suaminya  (Tergugat),  tetapi

keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa  bahwa menjawab petitum mengenai  hak asuh anak

terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat

dan  Tergugat,  umur  8  tahun  dan  Anak  II  Penggugat  dan  Tergugat,  umur  2

tahun, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  41  huruf  (a)

Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  menyebutkan
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bahwa apabila terjadi  perceraian di  antara suami isteri,  baik ibu atau bapak

tetap  berkewajiban  memelihara  dan  mendidik  anak-anaknya,  semata-mata

berdasarkan kepentingan anak, hal ini menunjukkan bahwa perceraian antara

suami-isteri (ibu dan bapak), tidak mengakibatkan putusnya hubungan antara

orang tua dengan anak-anak mereka, ini berarti bahwa meskipun kedua belah

pihak  telah  putus  ikatan  sebagai  suami-isteri  namun  terhadap  anak-anak

mereka  baik  ibu  maupun  bapak  tetap  mempunyai  hak  dan  kewajiban  yang

sama terhadap anak-anak mereka dalam hal memelihara dan mendidik anak-

anak mereka, semata-mata demi kepentingan anak tersebut, dan dalam teknis

pengaturannya sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam,

untuk anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak

ibunya,  atau  diserahkan  kepada  kesepakatan  kedua  belah  pihak,  apakah

diasuh  secara  bergantian  atau  diasuh  oleh  salah  satu  pihak,  yang  penting

kedua belah pihak tetap leluasa untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada

anak tersebut dan tidak ada upaya saling menghalangi ataupun memonopoli

oleh salah satu pihak;

Menimbang, bahwa demi kepentingan terbaik bagi  anak tersebut,  yang

saat ini belum mumayyiz dan/atau dibawah 12 tahun, masih memerlukan kasih

sayang  dari  ibu  kandungnya,  dan  juga  karena  Penggugat  telah  memenuhi

syarat dan kualitas, sebagai pemelihara anak serta sehat secara fisik maupun

mental maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan hak

pengasuhan anak (hadhanah) yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat,

umur 8 tahun dan Anak II Penggugat dan Tergugat, umur 2 tahun diserahkan

kepada Penggugat  selaku ibu  kandungnya  sampai  anak tersebut  mumayyiz

atau berumur 12 tahun;

Menimbang,  bahwa  meskipun  hak  pengasuhan  anak  (hadhanah)

ditetapkan kepada Penggugat, tidak boleh mengurangi hak anak untuk tetap

bertemu langsung dan tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan

Tergugat  sebagai  ayah  kandungnya,  dalam  hal  menjenguk,  mendidik  serta

mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut, sebagaimana diatur dalam

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa kedua orang tua wajib
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memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak-anak

itu kawin atau dapat berdiri  sendiri,  kewajiban mana berlaku terus meskipun

perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  kedua  anak  tersebut  telah  ditetapkan

dalam  asuhan  (hadhanah)  Penggugat,  maka  Penggugat  berkewajiban

memberikan  akses  kepada  Tergugat  untuk  dapat  bertemu  dengan  anak-

anaknya dan apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat, dapat

dijadikan  alasan  bagi  Tergugat  untuk  mengajukan  gugatan  pencabutan  hak

hadhanah,  hal  ini  sesuai  dengan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa dalam hal ini  Majelis Hakim perlu mengetangahkan

norma hukum Islam yang diambil  alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang

terkandung dalam;

1. Kifayatul Akhyar, juz II, halaman 94, yang berbunyi :

وشراائط الحضانة اسبع العقل والحرية والففدين والعفففة

والخلففو مففن زوج فففإان والمانة والقامة فى بلد المميز

احتل شرط منها أي السبعة فى الام اسقطت حضنتها
Artinya  :  “Syarat-syarat  hadlanah  itu  ada  tujuh,  berakal,  merdeka,

beragama  Islam,  menjaga  kehormatan,  amanah  (dapat

dipercaya),  tinggal  di  tempat  yang dipilih  dan  belum menikah

dengan  laki-laki  lain.  Jika  tidak  terpenuhi  salah  satu  diantara

syarat-syarat  tersebut  gugurlah  hak  si  ibu  untuk  memelihara

anaknya”;

2. Kifayatul Akhyar, juz II, halaman 93, yang berbunyi :

ه إان أان راسول الله ص ام أتته إمرأاة وقالت ياراسول الل

ولثديي له اسففقاء وحجففري إبني هذا كاان بطني لفه وعاء
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له حواء وأان أباه طلقني وأراد أان ينفففزعه منففي . فقففال

لفها راسول الله ص ام أنت أحق به ما لم تنكحي
Artinya  :  “Bahwasanya  Rasulullah  telah  didatangi  seorang  wanita,  ia

berceritera “Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut

sayalah  yang  mengandungnya,  air  susu  sayalah  yang

diminumnya  serta  pangkuan  sayalah  tempat  penjagaannya,

sedang  ayahnya  telah  menceraikan  saya  dan  ia  bermaksud

memisahkan anakku dari padaku”. Maka sabda Rasulullah saw.

padanya  “Engkau  lebih  berhak  terhadap  anakmu  selama

engkau belum kawin”;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya

perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan  pasal-pasal  dari  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  untuk

menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat  () terhadap Penggugat ();

4. Menetapkan hadhanah atau pemeliharaan 2(dua) orang anak Penggugat

dan Tergugat bernama  Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 8 tahun dan

Anak  II  Penggugat  dan  Tergugat,  umur  2  tahun,  diserahkan  kepada

Penggugat  selaku  ibu  kandungnya,  dengan kewajiban kepada Penggugat

memberikan  akses  kepada  Tergugat  untuk  berkunjung,  menjenguk  dan

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2023/PA.Tgr

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah

terhadap anaknya tersebut;

5. Membebankan  kepada Penggugat  untuk  membayar  biaya

perkara sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah); 

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama  Tenggarong  pada  hari  Kamis  tanggal  23  Februari  2023  Masehi

bertepatan dengan tanggal 01 Sya’ban 1444 Hijriyah oleh Adriansyah S.H.I.,

M.H.,  sebagai  Ketua  Majelis,  Surya  Hidayat,  S.H.I.,  dan  Umaeroh  Nur

Sabighoh,  S.H.,  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut

diucapkan pada hari  itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Azizah,

S.H.I.,  sebagai  Panitera  Pengganti,  dengan  dihadiri  oleh  Penggugat  tanpa

hadirnya Tergugat.

        Hakim Anggota  Ketua Majelis

            Surya Hidayat, S.H.I.               Adriansyah, S.H.I., M.H.

   

    Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.

.

Panitera Pengganti
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Siti Azizah, S.H.I.

Perincian biaya:

-  Pendaftaran : Rp         30.000,00

-  ATK Perkara : Rp         50.000,00

-  Panggilan : Rp       200.000,00

-  PNBP Panggilan : Rp         20.000,00

-  Redaksi : Rp         10.000,00

-  Meterai                           : Rp             10.000,00

J u m l a h            : Rp        320.000,00 

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
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